BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 490 -KUM/2023

TENTANG

EFEKTIVITAS LAYANAN BERBANTUAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
DENGAN KUNJUNGAN (ES DEGAN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

Mengingat

: 1.

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa Pemerintah Kabupaten menjadi salah satu

C.

d.

wung tombak pelayanan publik yang wajib
melakukan inovasi yang inovatif akan meningkatkan
pelayanan, pemberdayaan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang
semakin tinggi yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik salah satu indikator
penilaiannya adalah adanya inovasi pelayanan;

bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
merupakan salah satu Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik yang menjadi lokus penilaian oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Efektivitas
Layanan Berbantuan Online Single Submission dengan
Kunjungan (Es Degan) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tinglkat I Tanah I.aut Daerah
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Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik {Berita Negara Republik Indonesia Nomor 877}
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Efektivitas Layanan Berbantuan

Online Single Submission dengan Kunjungan (Es Degan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Efektivitas Layanan Berbantuan Online Single Submission
(OSS) dengan Kunjungan (Es Degan) meliputi hal-hal
sebagai berikut:

Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha dengan kunjungan kepada petugas DPMPTSP
melalui luring/daring;

Petugas DPMPTSP menerima permohonan kunjungan dan
mendatangi lokasi pelaku usaha;

Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring ke
dalam Sistem OSS
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Efektivitas Layanan Berbantuan Online Single Submission
dengan Kunjungan (Es Degan) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut hanya
mencakup wilayah Kecamatan Pelaihari mengingat adanya
keterbatasan jumlah petugas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati ini

KELIMA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

oA
T

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA




